
 

BUPATI MADIUN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

SALINAN 

PERATURAN BUPATI MADIUN 

 NOMOR   10  TAHUN  2020 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 47 TAHUN 2019 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2020 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MADIUN, 
 

Menimbang   : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tanggal 14 

Maret 2020  tentang Percepatan Penanganan Corona Virus 
Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah, Peraturan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
7/PMK.07/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang 
Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil 

Cukai Hasil Tembakau, Peraturan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 

P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tentang Penggunaan 
Dana Alokasi Khusus Fisik  Penugasan  Bidang Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2020 dan surat 
Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan  Sumber 
Daya Manusia Pertanian Kementrian Pertanian Nomor : 

B/555/PK.110/1.1/10/2019 tentang Revisi Petunjuk 
Pelaksanaan Kegiatan IPDMIP 2019 serta adanya usulan 

pergeseran dari Perangkat Daerah terkait program dan 
kegiatan   yang menurut sifat dan urgensinya harus/wajib 

dilakukan pergeseran anggaran, maka sesuai Pasal 160 ayat 
(4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah menyebutkan bahwa pergeseran anggaran 
dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran  APBD ; 
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b.   bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana  huruf a, 

perlu menetapkan Peraturan Bupati Madiun tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 47    

Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. 

 

Mengingat   :  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah dalam Kabupaten dalam 

lingkungan Provinsi Jawa Timur  sebagaimana telah diubah 

dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 

perubahan atas undang undang Nomor 12 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

lingkungan Provinsi Jawa Timur ; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara ; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara ; 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara ; 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional ; 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah ; 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial ; 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah ; 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana 

telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15            

Tahun 2019 ; 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang  Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; 
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11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan ; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan  Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan ; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah  sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 ; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan ; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah ; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah  ; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Kecamatan ; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah  

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah ; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 

tentang Perubahan Keempat  atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri     Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 

Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah ; 
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24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana 

telah  diubah  dengan  Peraturan   Menteri  Dalam Negeri 

Nomor  120 Tahun 2018 ; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 

tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 

Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan ; 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13           

Tahun 2019 ; 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 14 Tahun 2019 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020 ; 

30. Peraturan Bupati Madiun Nomor 47 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020 ; 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan   :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 47 TAHUN 2019 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. 

 

Pasal  1 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor :                  

47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja  

Daerah Tahun Anggaran 2020,  di ubah sebagai berikut : 
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1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

 Pasal  1 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 setelah 

perubahan sebagai berikut : 

 

1. Pendapatan Daerah 

a. Pendapatan Asli Daerah 

b. Dana Perimbangan 

c. Lain-lain Pendapatan 

Daerah yang Sah 

Jumlah Pendapatan 

 

 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

 

219.449.851.124,18 

1.290.525.673.000,00 

402.917.453.953,00 

 

 

 

 

 

 

Rp. 

 

 

 

 

 

1.912.892.978.077,18 

2. Belanja Daerah 

a. Belanja Tidak Langsung 

1) . Belanja Pegawai 

2) . Belanja Subsidi 

3) . Belanja Hibah 

4) . Belanja Bantuan 

Sosial 

5) .   Belanja Bagi Hasil 

6) .  Belanja Bantuan 

Keuangan 

7) . Belanja Tidak 

Terduga 

 

b. Belanja Langsung 

1) . Belanja Pegawai 

2) . Belanja Barang & 

Jasa 

3) . Belanja Modal 

 

Jumlah Belanja 

Surplus / (Defisit) 

 

 

 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

 

Rp. 

Rp. 

 

Rp. 

 

 

 

Rp. 

Rp. 

 

Rp. 

 

 

763.150.384.559,23 

515.000.000,00 

31.416.881.860,00 

8.895.000.000,00 

 

5.886.281.000,00 

390.507.079.676,00 

 

16.500.000.000,00 

 

 

 

28.099.050.548,00 

428.731.426.688,05 

 

308.777.379.559,69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rp. 

Rp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.982.478.483.890,97 

 (69.585.505.813,79) 

3. Pembiayaan Daerah 

a. Penerimaan 

b. Pengeluaran 

 

Jumlah Pembiayaan Netto 

Sisa Lebih Pembiayaan 

Anggaran berkenaan 

 

 

Rp. 

Rp. 

 

74.085.505.813,79 

4.500.000.000,00 

 

 

 

 

 

 

Rp. 

Rp. 

 

 

 

 

69.585.505.813,79 

0,00 
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2. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran I.a diubah sehingga 

berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran I.a 

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

3. Ketentuan dalam Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal  2 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Madiun. 

 
Ditetapkan di Madiun 
Pada tanggal 16 Maret 2020 

BUPATI MADIUN 
 

ttd 
 

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO 
 
 

Diundangkan di Madiun  
Pada tanggal 16 Maret 2020 

SEKRETARIS DAERAH, 
 

  ttd 
 

TONTRO PAHLAWANTO 
    
BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 10 

 
SALINAN 

Sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
  
 

ALIF MARGIANTO 
NIP. 19780525 200212 1 006 

 
 
   


